
GUBERNUR PAPUA
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Pemerintah Provinsi
Papua telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua;

b. bahwa setelah diadakan evaluasi kelembagaan perangkat daerah, serta
menyikapi perkembangan peraturan perundang-undangan, dan dinamika
perkembangan otonomi daerah, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi
Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

5. Undang-Undang ......./2
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5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk
Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 694);

11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 267/Menkes/SK/III/2008 tentang
Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

dan

GUBERNUR PAPUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI PAPUA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.

3. Gubernur ialah Gubernur Papua.

4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi
Papua.

5. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Papua.

6. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Daerah Provinsi Papua.

7. Satuan ....../3
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7. Satuan Organisasi adalah bagian dalam organisasi pemerintahan pada Dinas Daerah Provinsi
Papua yang dipimpin oleh seorang Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub
Bagian.

8. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Provinsi Papua.

9. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah
tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai
keahliannya.

BAB II
ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Organisasi

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi Dinas Daerah yang terdiri atas :

a. Dinas Kesehatan;

b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

c. Dinas Pekerjaan Umum;

d. Dinas Sosial dan Pemukiman;

e. Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan;

f. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

g. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

h. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

i. Dinas Kelautan dan Perikanan;

j. Dinas Kehutanan;

k. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;

l. Dinas Perkebunan;

m. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;

n. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;

o. Dinas Komunikasi dan Informatika;

p. Dinas Perhubungan;

q. Dinas Pendapatan Daerah; dan

r. Dinas Olahraga dan Pemuda.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

(1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

(2) Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas.

Bagian ……./4
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Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

Dinas Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan
asas otonomi dan tugas pembantuan dan tugas-tugas lainnya yang diberikan Gubernur.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Daerah mempunyai
fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 6

Penjabaran uraian tugas dan fungsi Dinas, Sekretariat, Bidang, Sub Bagian, Seksi, ditetapkan
dengan Peraturan Gubernur.

BAB III
DINAS-DINAS DAERAH

Bagian Kesatu
Dinas Kesehatan

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kesehatan masyarakat serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas Kesehatan
mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan;

d. pelaksanaan ketatausahaan Dinas; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 9

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdiri atas :

1. Sub Bagian Program;

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

c. Bidang ......../5
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c. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan, terdiri atas:

1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar;

2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan

3. Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus.

d. Bidang Bina Pengendalian Masalah Kesehatan, terdiri atas:

1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;

2. Seksi Pengendalian Wabah dan Bencana; dan

3. Seksi Pengendalian Penyehatan Lingkungan.

e. Bidang Bina Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan, terdiri atas:

1. Seksi Perencanaan Sumber Daya Manusia;

2. Seksi Pendidikan dan Pelatihan; dan

3. Seksi Registrasi dan Akreditasi.

f. Bidang Bina Jaminan dan Sarana Kesehatan, terdiri atas :

1. Seksi Jaminan Kesehatan;

2. Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan; dan

3. Seksi Kefarmasian.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 10

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh
Gubernur.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan dan
kebudayaan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan kebudayaan;

d. pelaksanaan ketatausahaan Dinas; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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